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WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang,

Mengingat

(o)

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu
disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah  dan
Bangunan;

Undang-Undang Nomor | Tahun 1992 Tentang Pembentukan
Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Denpasar (Lembaran Negara
Republilk Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara  (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287):

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Nepara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

0.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

L

L

n

0.

8.

Kota adalah Kota Denpasar.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disebut Pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan,

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
ermasuk  hak  pengelolaan,  beserta  bangunan  diatasnya,
sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  di - bidang
pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Badan adalah  sckumpulan  orang dan/atau modal  yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak  melakukan usaha  yang meliputi  perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
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dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperast,
dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Bendahara Pencrimaan  adalah pejabat yang  ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uvang pendapatan  daerah  dalam
rangka pelaksanaan  APBD  pada Dinas Pendapatan Kota
Denpasar.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk
membantu bendahara penerima untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit kerja Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran pajak terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan
hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini
dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,
surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang Bayar selanjutnya
disingkat  SKPDKB adalah  surat  ketetapan pajak  yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administratil dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajalk Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat - SKPDLB  adalah  surat  ketetapan  pajak  yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi
administratil berupa denda dan/ atau bunga.
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Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Walikota.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan,
dan melaporkan penerimaan Pajak.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
prosedur pengisian formulir SSPD;

prosedur pembayaran;

prosedur penelitian SSPD;

prosedur penagihan;

prosedur pengurangan;

Prosedur penetapan lebih bayar; dan

prosedur pelaporan;

Rme Ao op

Prosedur pengisian formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan tata cara pengisian formulir SSPD
sebagai sarana pembayaran atau penyetoran pajak.

Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan prosedur pembayaran pajak terutang yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD.

Prosedur penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan prosedur verifikasi yang dilakukan Dinas
Pendapatan Kota Denpasar atas kebenaran, kejelasan dan
kelengkapan SSPD dan dokumen pendukungnya.

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan  serangkaian tindakan penagihan oleh Dinas
Pendapatan Kota Denpasar berdasarkan STPD,
SKPDKB/SKPDKBT, . dan Surat Teguran yang telah jatuh
tempo.
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Prosedur pengurangan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
hurul” ¢ merupakan prosedur penetapan persetujuan/penolakan
atas pengajuan pengurangan pajak yang diajukan oleh Wajib
PPajalk.

Prosedur penctapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurul” [ merupakan penetapan sebagai dasar pengembalian
kelebihan pembayaran pajak karena yang dibayar ternyata lebih
besar dari yang seharusnya terutang.

Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
merupakan prosedur pelaporan realisasi penerimaan pajak dan
akta pemindahan hak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Kota Denpasar menerapkan
fungsi, meliputi:

a. fungsi pendaltaran dan pendataan;

b. fungsi penetapan;

¢. lungsi penagihan;

d. fungsi data dan informasi; dan

¢, fungsi pembukuan dan pelaporan.

[Fungst pendaltaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a bertugas melaksanakan penelitian lapangan atas
kebenaran informast  yang  tercantum  dalam  SSPD  dan
kelengkapan dokumen pendukungnya.

Fungsi penctapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas  melaksanakan  penelitian  administrasi — kebenaran
informasi yang, tercantum dalam SSPD,  kelengkapan dokumen
pendukung SSPD, dan menetapkan SKPDKB/SKPDKBT,

[Fungst penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
bertugas melakukan tindakan penagihan pajak dengan cara
himbauan, teguran atau memperingatkan, memberitahukan surat
paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan,
penyanderaan dan menjual barang penagihan yang telah disita.

FFungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul d bertugas untuk mengelola database terkait obyek pajak.

['ungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi
Penerimaan pajak berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak
lain yang ditunjulk.
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BAB Il

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BPHTB
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Bagian Kesatu
Prosedur Pengisian Formulir SSPD
Pasal 4
Wajib Pajak wajib menghitung dan mengisi SSPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak

b. Lembar?2 : Untuk Dispenda melalui Bank BPD

c. Lembar3 : Untuk Dispenda disampaikan oleh Wajib
Pajak

d. Lembar 4 Untuk tempat Pembayaran BPHTB

e. Lembar5 Untuk PAT/Notaris/Ka.Kantor Lelang/Pejabat
Pertanahan.

[ Lembar6 : Untuk Pembukuan Pada Dispenda Kota
Denpasar.

p. Lembar7 @ Untuk Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar.

Tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ercantum dalam lampiran T merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

Wajib  Pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan
menggunakan SSPD.

Pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Wajib  Pajak  melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara
Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Prosedur pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan
Walikota ini .
Bagian Ketiga
Prosedur Penelitian SSPD

PPasal 6

Sctiap pembayaran pajak wajib diteliti oleh Fungsi Pendaltaran
dan Pendataan serta Fungsi Penetapan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  kebenaran informasi yvang tercantum dalam SSPD;

b, kelengkapan dokumen pendukung SSPD; dan

c. penelitian lapangan.
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) Prosedur penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

(

Bagian Keempal
Prosedur Penagihan
Pasal 7

Kepala  Dinas  Pendapatan Kota  Denpasar  melaksanakan
Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam
STPD, SKPDKB, serta SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat  Keputusan — Keberatan,  Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Qistem dan Prosedur penagihannya sebagaimana tercantum pada
lampiran 1V,

Bagian Kelima
Prosedur Penetapan Lebih Bayar
Pasal 8

(1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila :
a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang scharusnya
terutang;
b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.

(2)  Prosedur penctapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bapian Keenam

Prosedur Penghapusan Piutang Pajak BPHTB
Yang sudah Kedaluwarsa

Pasal 9

(1) Ruang lingkup Penghapusan  Piutang  Pajak  yang menjadi
kewenangan  Dacrah meliputi kewajiban  pokok Pajak, bunga
dan/atau denda administratif’ yang  tertunggak sampai dengan
tangpal terakhiv  perhitungan  pembebanan  utang  dan  telah
tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan Surat - Keputusan  Keberatan,  Surat  Keputusan
Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.

—
o
—

Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDICBT, STPD
Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan  Pengurangan,  Penghapusan  Sankst  Administratif
berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak
fersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
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Pasal 10

Piutang  Pajak  yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif
berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan
penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang
Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak
meningealkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b. Wajib Pajald/penanggung  Pajak  tidak  mempunyai  harta
kekayaan lagi;

¢.  Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan
keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak
mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;

d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi
karena:

1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan
dart - Kepala  Lingkungan/Dusun  mengetahur  kepala
Desa/LLurah;

Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia
untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala
Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.

o

Wajib Pajak/penanggung  Pajak yang tidak dapat ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita
acarapemeriksaan  dan  diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa
setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),
Wajib Pajak terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak
daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
[T ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daflar
Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 12

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak
dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 13

(1) Pada setiap akhir Tahun, Kepala Bidang PBB, BPHTB dan

Pendapatan  Lain-lain  pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar
menyampaikan  Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan
Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas
Pendapatan.
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Daltar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daltar Cadangan

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b, Alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak;

¢. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

d.Jenis Pajak;

¢. Tahun Pajak;

[, Jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicanangkan untuk dihapus;

g, Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

h.  Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

Pasal 14

Kepala  Dinas  Pendapatan  setelah menerima  Daftar  Usulan
Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak membentuk
Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada
dalam daltar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Keputusan Walikota.

Dalam  hal  fertentu - Kepala  Dinas  Pendapatan  dapat
memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan
Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.

Dalam  melaksanakan  tugasnya Tim  wajib  membawa  Surat
Perintah yang diterbitkan Dinas Pendapatan Dacrah.

asal 15

Hasil penelitian ‘Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam bentuk
laporan.

Laporan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat :

a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajalk;

b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak;

¢. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

d. nomor dan  tanggal  STPD/SKPDKB/SKPDKBT  Surat
Keputusan — Pembetulan/Surat - Keputusan — Keberatan/Surat
Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif
berupa kenaikan bunga dan/atau denda;

¢. jenis Pajak;

[. tahun Pajak;

g. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicanangkan untuk dihapus;

h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

1. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan

J. keteranpan  hasil - penelitian — administrasi - dan  penelitian

lapangan.

Pasal 16
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Berdasarkan Daltar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar  mengajukan
permohonan  penghapusan  disertai  pertimbangan  kepada
Walikota.

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan petikan  Keputusan
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan
Kepala Bidang PBB, BPHTB dan Pendapatan Lain-lain pada
Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh Kepala Bidang PBB, BPHTB dan Pendapatan Lain-lain pada
Dinas Pendapatan Kota Denpasar segera mengadministrasikan
dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pelaporan
Pasal 18

Pelaporan pajak  dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan  dan
Pelaporan.

Pelaporan pajak bertujuan untuk memberikan informasi tentang
realisast penerimaan pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli
Dacrah (PAD).

Pasal 19

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan pajak
berdasarkan dokumen-dokumen dart Bank dan/atau Bendahara
Penertmaan dan/atau PPA'T.

['ungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan
pajak dart Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

FFungst Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan
akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atan Bangunan dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

Prosedur  pembukuan dan  pelaporan adalah  sebapgaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal 18 tercantum dalam lampiran V
dari Peraturan Walikota ini.
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BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2014

WALIKOTA DENPASAR,

,_//f_./

" RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
CERALISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR. 50




LAMPIRAN | : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 50 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 DESEMBER 2014
TENTANG :  SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENGISIAN FORMULIR SSPD

PETUNJUIC PENGISTAN SSPD BPHTB

w Formuliv ini terdivi dari 7 (ujuh) lembar, Lembar pertama diterima Wajib Pajuk (WP) sebagai bukii pembayaran; Lembar kedua untuk Dispenda melalui Bank BPD Cabang
Utama Denpasar; Lembar Ketiga untuk Dispenda disampaikun oleh Wajib Pujak; Lembar keemput untuk pembayaran BPHTB Lembar kelima untukPPAT/Notaris/KuKantor
Lelang Pejubat Pértanahan;Lembar Keenam untuk Pembukuan pada Dispendu Kota Denpasar dan Lembar Ketujuh untuk Bagian Keuangan Scida Kota Denpasar,

m Isiluh SSPD BPHTD ini dengan huruf cetuk Kapital atau diketik,

w Gunakan satu SSPD BPIITB untuk setiap setoran dan setinp jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bungunan,

w Formulir ini dapat juga digunakan untak pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidukbenaran penghitungan WP,

CARA PENGISIAN
ayanan Pajak Bumi dan Bangunan, diidi dengan Kantor Pelayanan PBIS yang wiluyuh kerjunya meliputi letak tanah dan atu Bangunan

a Nantor P
w Huorol A Diisi dengan data WP
Angka |s.d angka 7 Cukup Jelus
w Horof B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atis tanah dan atau bungunan
Angka | Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atan bungunan yang bersangkutan,
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angkn 7 s.d angka 13 Merupakan tbel untuk penghitungan NJOP PBB atus tanah dan/atau bungunan yang haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBI saat tesjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PRB belum ditetapkan belum ada SPPT PRB angka 9 dan angka 10 dii
Keterangan NJOP PBI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBID yang wilayah kerjanya
meliputi letak tanah dan atan bangunan atas permohonan WP
Aungha 14 Diisi dengan hargn tunsaksi yang teadi/harya transaksi yang tercantum dadam Risalah Lelang/nilai pasar objek 1ersebut
i berikun:

i berdasarkan surat

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tnah dan bangunan sebagg

Jenis Perolehin Hak Kaode Jeuis Perolelin Hak Fode Jenis Pesolchun Hak Kode
Pemindahan Hak - Pemusukan dalam perseronn adan hukun Liinoya 06 « Pemekinn Usahi 12
- Junl Deli ol = Pemisahin bk yung meagakibatkan periliban 07 = Hudial 13
= Tukar Menuka 02 - Penunjuban pembern dalan lelang (1 - Pemberinn hak ban
- Libah 03 - Pelaksanaan putusan hakime yang mempunyai kekuatin: hukum [ - Pemberinn hak banu sebagai kelanjutin pelepiasan hak 1)

clap
- Hibah Wasia 04 - ;’clllggnlmngnn usiha 1 = Pemberion hak bara diloar pel 22
- Winis as - Pelebirun usabia N = Pemckurin Usabia

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkar atas tanah dan atau banganan bersangkutan

Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanal dan Bungunan (BPHTB) oleh WP
Dalam hal SSPD BPHTB digunukan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana hurut D.b stuu berdasarkan huruf D d huruf C tiduk perlu diisi

Angka | Nilai Perolehan Objek Pujuk (NPOP) diisi dengan harga transaksi /nilui pasar objek pajak sebagaimana hurul B angka 14, Namun, dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahul atan lebih rendah dari NJOP PRB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimans hurul' B angka 13,

Angkn 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKE untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yamg ditetapkan oleh Walikota Denpasar,

Angha 3 Cukup Jelas

Angka Diisi dengan husil perkalinn antara NPOPKP (angka 3) dengun arif pajak sebesar § %% (sesuai Pasal S UU No 21 Tahan1997),

Angka § Diisi Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPIFTB) yang telah disetorkan pada Bank Persepsi

Anygka 6 Diisi Bea Perolehan huk Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Kurang Bayar

w ueaf D Diisi dengan memberi tnda "X pada kotak yany sesuai setovan pajak
Hul'a Nenurat pechitungsn WE sebagaimana huruf C
Huul'b Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (S1B); atau
Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan bk Atas Tanah dan Bungunan Kurang Dayar (SKBKB); atau

Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan huk Atas Tanah dan Bungunan Kurang bayar Tambuhan (SKBKBT)

Jumlah setoran terschut diisi dengan angka (dalum kotak) dan hueaf (pada bagian yang diarsir)

Hural d. Diisi untuk setoran huraf o, horat b, huralb e, seperti setoran: berdasarkan - SKP Pembetula/SK Keberatnn/Putusan Bunding/Putusan luin yung
menyebabkan

Jumilah pajak yang harus dibayar bertambah

Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka (dalun kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir)

Catatan = Duln hal BPHTB yang seharusaya tecutang nihil (nol), maka W tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan “NIHIL" pada hural C angka 4
= SSI’I? BPITE ini cukup diketahoi oleh PPAT/Notaris/Kepaln Kantor Lelang/Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kota dengan menandatangani kolom yung tela
disediankan (WP tidak perlu ke Bank/Kantor Pos Persepsi)
= SSPD BPHTD nihil Lembar ke-2, SSB Nihil Lembar ke-3, dan SSB Nihil lembar ke 4 disampaiak ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar pleh Wp

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIIAYA MANTRA
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LAMPIRAN 11 1 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 50 TAHUN 2014

TANGGAL :2 DESEMBIER 2014

TENTANG ¢ SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA
PEROLEHAN ~ HAK  ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PEM BAYARAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran pajak merupakan prosedur pembayaran pajak terutang
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran pajak oleh penerima hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan  Wajib Pajak atas pajak terutang dilakukan melalui Bank yang

Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

LANGKATH-LANGKAI TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima SSPD yang telah
ditsi. SSPD merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
yang, ditetapkan oleh Walikota Denpasar dan sekaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Scebelum  digunakan  dalam  proses  pembayaran, Wajib  Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD (ersebut.

Langkah 2

Wajib  Pajak  menyerahkan SSPD  kepada Bank yang Ditunjuk/Bendahara
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan
pajak terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang  Ditunjuk/Bendahara  Penerimaan  menerima SSPD dan uang
pembayaran pajak terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD dan kesesuaian
besaran nilai pajak terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib
Pajalk.,

Langkah 4

Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD. Lembar 2 |
lembar 4, lembar 6 dan lembar 7 disimpan sedangkan lembar 1, lembar 3, dan

lembar 5 dikembalikan ke Waiib Pajalk.
) j]



Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD  lembar 1, lembar 3, dan lembar 5 dari Bank yang
Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.  Wajib Pajak kemudian melakukan proses
berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD ke Fungsi pendaftaran dan

pendataan pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar..

WALIKOTA DENPASAR,

¥ A J—

7 RAT DHA ATAWITAYA MANTRA



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR :50 TAHUN 2014
TANGGAL :2 DESEMBER 2014
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENELITIAN SSPD

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian SSPD merupakan prosedur verifikasi yang dilakukan
Dinas Pendapatan Kota Denpasar atas kebenaran dan kelengkapan SSPD dan
dokumen pendukungnya.

Proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam SSPD. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak
melakukan pembayaran pajak terutang dengan menggunakan SSPD melalui Bank
yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaaan. Penelitian SSPD dilakukan oleh Fungsi
Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Jika semua
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka F ungsi Pendaftaran

dan Pendataan akan menandatangani SSPD.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD. Dokumen pendukung terdiri atas:

a. SSPD yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD
disertai Bukti Penerimaan Daerah;

b. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat
Izin Mengemudi/Paspor);

C. Bukti Pelunasan SPPT PBB 5 (lima) Tahun terakhir

d. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

e. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam
hal transaksi waris;

f. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

g. Fotokopi sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya; dan

h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti foto objek pajak.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD. Wajib Pajak

kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD, SSPD lembar

dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pendaftaran dan Pendataan.




Langkah 2

Fungsi Pendaftaran dan Pendataan menerima Formulir Permohonan Penelitian
SSPD, dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian
mengajukan  permintaan  data terkait objek pajak berdasarkan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD yang  diterima. Pengajuan  dilakukan dengan
mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Funggsi Pengolahan
Data dan Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data dari
Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menarik data yang
dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data dan
[nformasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan
Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi lalu menyerahkan kembali data
I'orm Pengajuan Data kepada Fungsi Pendaftaran dan Pendataan.

Langkah 4

Fungsi Pendaltaran dan Pendataan menerima Form Pengajuan Data yang telah
diisi data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Fungsi
Pendaftaran dan Pendataan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum
dalam SSPD dan dokumen pendukung SSPD berdasarkan data objek pajak dari
Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Dalam kondisi tertentu, Dinas Pendapatan
Kota Denpasar berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran
data secara riil. Mekanisme dan (ata cara penelitian  lapangan akan diatur
tersendirt.

Sclelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD dan kelengkapan
dokumen  pendukung  terpenuhi, maka Fungsi Pendaftaran dan Pendataan
menandatangani SSPD lembar 1, lembar 3, dan lembar 5. Fungsi Pendaftaran dan

Pendataan mengarsip SSPD lembar 3 sebapai dokumentasi. Fungsi Pendafiaran




dan Pendataan lalu menyerahkan SSPD lembar 1, d

Pajalk.

Wajib Pajak menerima SSPD lembar I, dan lembar 5 d

pendataan,

an lembar 5 kepada Wajib

ari Fungsi Pendaflaran dan

TRA



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 150 TAHUN 2014
TANGGAL  :2 DESEMBER 2014
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA
PEROLEHAN  HAK  ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTRB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur  penagihan  BPHTR merupakan - prosedur  penagihan dengan
penetapan STPD, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Penctapan STPD merupalkan proses yang dilakukan Fungsi Penetapan dalam
menetapkan  tagihan  pajak erutang  yang disebabkan karena pajak terutang
menurut SSPD tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda,

Penetapan SKPDKB/SKPDKBT merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Penetapan dalam memeriksa pajak yang masih kurang dibayar atas SSPD dalam
Jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak  dibayar oleh Wajib Pajak atau atas
SKPDKB dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi
Penetapan.

Penctapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Penetapan
dalam menindallanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang
hingpa pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan F'ungsi Penetapan dan Fungsi Penagihan sebagai
pthak yang memiliki dan mengelola database Daftar STPD, Daltar SKPDKB,

Daltar SKPDK BT, dan Daftar Surat Teguran.

B. LANGKAH-LANGKAI TEKNIS
B.1. Penetapan STPD

Langkah |

Berdasarkan prosedur pembayaran pajak sebelumnya, maka Fungsi Penetapan
mengarsip SSPD yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajalk.

Langkah 2

Fungsi Penctapan lalu memeriksy sctiap SSPD  terutang yang tidak/kurang

dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.




Alas SSPD (erutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda maka  Fungsi  Penetapan  menerbitkan  Daftar  SSPD  yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. ['ungsi
Penetapan kemudian mengarsip daflar tersebut.

Langkah 4

Fungsi  Penctapan  menerbitkan  STPD  berdasarkan  Daftar - SSPD  yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD
dicetak rangkap 2.

Lanpgkah 5

Fungsi Penetapan melalui mengirim STPD lembar 1 kepada Wajib Pajak.

Langkah 0

['ungsi Penetapan mengarsip STPD lembar 2.

Langkah 7

Fungsi Penetapan memperbaharui Daftar STPD atas setiap STPD yang telah
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak menerima STPD  dan membayarkan pajak terutang sesuai dengan

prosedur pembayaran pajak

3.2, Penetapan SKPDKB/SKPDKBT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran pajak sebelumnya, maka Fungsi Penetapan
akan mengarsip SSPD yang elah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penetapan memeriksa setiap SSPD yang telah berjangka waktu 5 (lima)
tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penetapan memeriksa nilai
erutang yang tercantum dalam SSPD tersebut. Atas SSPD yang ternyata kurang
bayar, lungsi Penctapan kemudian menerbitkan Daftar SSPD  yang kurang
dibayar.

Langkah 3

[Fungst Penetapan juga memeriksa setiap SKPDKB yang telah berjangka waktu 5
(lima) ahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penetapan memeriksa nilai pajak
(crutang yang tercantum dalam SKPDKB tersebut.

Atas  SKPDKB yang masih  kurang bayar, Fungsi Penetapan kemudian

menerbitkan Daltar SKPDKB yang masih kurang dibayar.



Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penetapan menerbitkan SKPDKB
(rangkap 2) dan SKPDKBT (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penetapan mengarsip SKPDKB lembar 2 dan SKPDKBT lembar 2,

Langkah 6

FFungsi Penetapan mengirimkan SKPDKB lembar 1 dan SKPDKBT lembar 1
kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penctapan memperbaharui Daltar SKPDKB atas setiap SKPDKB yang
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

angkah 8

[F'ungsi Penetapan memperbaharui Daftar SKPDKBT atas setiap SKPDKBT yang
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan membayarkan pajak terutang

sesual dengan prosedur pembayaran pajak.

13.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah |

Berdasarkan prosedur penctapan STPD, SKPDKB/SKPDKBT, Fungsi Penagihan
menyimpan:

- Daltar STPD

- Daftar SKPDKB

- Daltar SKPDKBT

Dengan mengpunakan daltar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat
ketetapan pajak yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Sclama 7 (tujuh) hart sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasit kepada Wajib Pajak agar melunasi pajak yang
masih terutang. Pendekatan persuasil, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

)
Langkah 3
Sctelah 7 (tupuh) hart sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka



Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi pajak yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,
maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran lembar 2.

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran lembar 1 kepada Wajib Pajak.
Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran

yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

WALIKOTA DENPASAR,
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LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

A.

13.

NOMOR : 50 TAHUN 2014

TANGGAL  :2 DESEMBER 2014

TENTANG  : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA
PEROLEHAN  HAK  ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENETAPAN LEBIH BAYAR

GAMBARAN UMUM

Prosedur Penctapan Lebih Bayar merupakan pengembalian dengan penetapan
SKPDLB oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar atas nama Walikola

Denpasar.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak
mengajukan  permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Walikota Denpasar u.p. Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar secara tertulis
dengan menycebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. Nomor Objek Pajak (NOP);

¢. besaran kelebihan pembayaran pajak; dan

d.alasan yang jelas dimaksud adalah kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan - penerapan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

Dengan melampirkan dokumen pendukung, antara lain :

a. o aslt SSPD:

b. Tfotokopi surat keputusan keberatan/Putusan Banding atau surat keputusan
pengurangan;

¢. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan
[Hakim; dan

d. Fotokopi K'TP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas

tidak dianggap  sebagai permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran

sehingpa tidak dipertimbangkan.



Tanda  penerimaan  surat  permohonan  yang  diberikan oleh  pejabat Dinas
Pendapatan Kota Denpasar atau tanda pengiriman surat permohonan melalul pos
tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan  surat permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran.

Langkah 2

Kelebihan pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak. Utang
pajak adalah pajak yang masih dibayar termasuk sanksi administrasi berupa
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah
atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan  dacrah. Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan denpan pajak
yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak. Perhitungan

tersebut dilakukan denpan pemindahbukuan.

Langkah 3

Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar atas nama Walikota Denpasar harus
memberikan  keputusan  dalam  jangka waktu 12 (dva belas) bulan  sejak
diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atas  permohonan  pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak, Dinas Pendapatan Kota Denpasar atas nama Walikota
Denpasar menerbitkan :
A SKPDLB, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih
besar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang atau tidak scharusnya

terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah

pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Kelebihan pembayaran yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 2

(dua) bulan sejak :

a. diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan Kota
Denpasar atas nama Walikota Denpasar.

b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sehubungan
dengan  sural  keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan
pembayaran pajak.

Langkah 4

Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan Kota Denpasar atas nama Walikota  Denpasar dengan menerbitkan

I)

Surat  Keputusan engembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  berdasarkan



SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan
pembayaran pajak.

Pengembalian - kelebihan  pembayaran  dilakukan  dengan menerbitkan  Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dibuat dalam rangkap 4 (empat)
dengan peruntulkkan sebagai berikut :

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank Operasional/Bendahara Penerimaan
b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak

¢.  Lembar ke-4 untuk Dinas Pendapatan Kota Denpasar,

Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar atas nama Walikota — Denpasar
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan
banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

TA DENPASAR,
-

—

AWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 50 TAHUN 2014
TANGGAL ;2 DESEMBER 2014
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PELAPORAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan merupakan prosedur pelaporan realisasi penerimaan pajak
dan akta pemindahan hak.
l'ungsi Pembukuan dan Pelaporan merupakan pihak yang bertugas untuk
menyiapkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan
dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:
- menerima SSPD lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
~mencrima Register SSPD dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register  Surat - Tanda  Setoran (STS) dari  Bendahara
Penerimaan;
~menerima Buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari PPAT; dan
menyiapkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bank yang ditunjuk/Bendahara  Penerimaan  melaporkan penerimaan
pembayaran pajak dari Wajib Pajak, prosedur ini juga meliputi proses pelaporan
yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak

yang telah diterbitkan,

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
13.1. Pelaporan pajak yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip S5PD lembar
2. lembar 4 dan Lembar 7 atas setiap pencrimaan pembayaran pajak dari Wajib

Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

daryary Y > Iy QQpr
Penerimaan mengarsip SSPD lembar 2 dan lembar 6.

SCC‘. I'¢ oIl 1l¢ 2 aharn DA 311137 7 e . - .
ara periodil, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD yang



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTR Lembar 2

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB)

LEMBAR 2

Untuk Dispenda
melalui Bank BPD
Cabang Utama

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Denpasar

DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

Perhatian : Bacalah petunjuk pangisian pada halaman belakang lembar ini lerlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3. Alamal Waljib Pajak
4. Kelurahan/Desa
7. Kabupaten

5 RTIRW

6. Kecamatan :
8. Kode Pos

B 1 NomorObjek Pajak vom e - [ | ] [ ]

2. Letak Tanah dan Bangunan
3. Kelurahan/Desa :
5. Kecamnatan

Penghitungan NJOP P3(3

4. RTIRW :
6. Kabupaten/iKola :

Luas NJOP PBB/M*
Uraian (Ditsl kaas tanah danvatun bangunan yang (0 isi berdasaikan SPPT PBB lahun tedudinga Luas x NJOP PBB/m?
haliuya diparoleh) patolahan Nal/TaMIN ....................oo..ovvrs)
Tanah (Bumi) 7 m* 9 11 [Rp. snoka 7 x anpka 9
Bangunan 8 m? 10 12 [Rp. angka B x angka 10
NJOP PBB ; 13 Rp. angkin 11 + angka 12
15. Jenis Perolehan hak alas tanah dan/atau bangunan : 14 Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16, Nomor Sertifikat ;
C.  AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.
D, PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Waijib Pajak
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1| » Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTIKR) 21 » Rp.
3. Nilal Parolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKPP) angka 1 - angka 2 31 > Rp.
4. Bea [Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terulang 5% x angka 3 41 > Rp.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang TELAH disetor 51 > Rp.
6. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar 6| » Rp.

E. Jumlah Seloran Berdasarkan

a. Perhilungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTBISKPD KURANG BAYARISKI?D

KURANG BAYAR TAMBAMAN *)
c¢. Pengurangan dihitung sendiri karena
d

o

Dengan Angka

[i2p.

Nomor

(dengan hurut) :

*) Coret yang lidal perla

Unluk diselorkan ke rekening

KKas Umum Daerah Kola Denpasar
No. 011.01.05.00001-2

Kode Rek:BPHTB:
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01

WAUIB PAJAKIPENYETOR

gl MEMGETAIUI
PPATINOTARIS

Telah Diverifikasl :
DINAS PENDAPATAN
KOTA DENPASAR

DITERIMA OLEH
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal @....

Mama lengkap dan tanda langan Naima lengkap dan L

anda langan

Nama lengkap dan landa tangan

Naima lengkap dan tanda langan

Hanya ditsl oleh Momor Dokumen I I

-]

petugas Dinas Pendapapaton

NOP PBB baru [ l I l

[ I

Kota Denpasan




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lernbar 3

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDAPATAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN LEMBAR 3
(SSPD - BPHTB)

Untuk Dispenda
disampaiakn oleh
Waijib Pajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

1. Nama Waljib Pajak },,‘ _— J I | ] | I l ] ] J
2. NPWP

3. Alamat Wajib Pajak
4. Kelurahan/Desa

=

5 RTIRW : 6. Kecamalan :

7. Kabupalen 8. Kode Pos

B 1. Nomor Objek Pajal (NOP) PBB ED l—_‘lj I | | ‘J | | IJ D__I_I I:_I__LJ__] [:]

2. Letak Tanah dan Bangunan
3. Kelurahan/Desa

4. RTIRW -

5. Kecamatan 6. Kabupalen/Kola :

Penghitungan NJOP PBE
Luas NJOP PBBAN*
Uraian (Dlist huas tanaty dan/atau bungunan yang (01 15l berdasakan SPPT PBB tatun terjudinga Luas x NJOP PBB/m?*
haknya dipsrolsh) peroletian hak/Tabun .......... i)
Tanah (Bumi) 1 m* 9 11 |Rp. angka 7 x sngka 9
Bangunan 8 m* 10 12 |Rp. unpka 8 x angka 10
NJOP PBB 13 Rp. angka 11 + angka 12
16, Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 14 Harga Transaksi/Nilal Pasar Rp.
16. Nomor Serlifikal ©
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAIC SEBELUMNYA Rp.
D, PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya dilsi berdasarkan penghitungan Waijib Pajalk
1, Nilai Perolehan Qbjek Pajak (NPOP) 1| » Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tldak Kena Pajalk (NPOP TKIP) 21 » Rp
3. Nilai Peralehan Objek Pajak IKena Pajak (NPOPKI) angla 1 - angka 2 3| ™ Rp
4. Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan yang Terulang 5% x angka 3 4| » Rp
5 Pea Parolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang TELAH diselor 51 » Rp.
6. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang harus di bayai 6| > Rp.
E. Jumlah Seloran Berdasarkan
___|a Pemiungan Waijib Pajak
b STED BPHTBSKPD KURANG BAYARISIPD Unluk diselorkan ke rekening

_ KURANG BAYAR TAMBAFAN *) o Nomor Kas Umum Daerah Kota Denpasar

lj_“c Pengurangan dintung sendin karena l No. 011.01.05.00001-2

~ T Kode Rek:BPHTB:
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01

d

Dengan Angka : (dengan huruf) :

[rep, ]

*y Corel yang lidak pe(lu

Ll MENGETAHUL DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasl :
WAJIB PAJAI/PENYETOR PPATINOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN
(15 o 7= | S A— KOTA DENPASAR
Nama lengkap dan landa langan Nama lengkap dan tanda langan Nama lengkap dan landa tangan Narna lengkap dan tanda langan

Fanya disl olah Momor Dokumen r

I I Y N I N Y
Kota Genpasas worppsbare - | 1] [ [ 111 [CI—[1 1T T 1 [ T [




| SURAT SE'I‘ORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 4

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDAPATAN

BEA PEROLEHA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

N HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN LENMBAR 4

(SSPD - BPHTB)

Untuk Tempat

Pembayaran
BPHTB

PAJAK

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

BUNMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

Letak Tanah dan Bangunan
Kelurahan/Desa
Kecarmatan

[T N

Penghitungan NJOP PRE |

A. 1. Nama Wajib Pajak [ [ I I I I | I I
2. NPWP :
3. Alamat Waijib Pajak :
4. Kelurahan/Desa 5 RT/IRW : G. Kecamalan :
7. Kabupalen 8. Kode Pos
8] Nomor Objek Pajak (NOF) PBEA [j]j | ] [ | ] I ] ] I ] ] [ [:]

4. RTIRW :
6. Kabupalen/Kola :

Luas NJOP PBB/AN*
Uraian (Diisf Was tanah dan/atan bangunsn yang (01 Isi berdosaikan SPRT POB lahun ledadinga Luas x NJOP PBB/m?*
haknya diperoleh) Petolehun DU/ Tahtn .............cccccuniii)
Tanah (Bumi) m# 9 11 [Rp. anpka 7 x angka Y
Bangunan 5] m? 10 12 |Rp. angka B x angka 10
NJOP PBB : 13 Rp angka 11 4 angka 12
15 Jenis Perolehan hak alas lanah dan/alau bangunan 14 MHarga Transaksi/Nilal Pasar Rp.
16. Nomor Sedlifikat
C.  AKUMULASI NILAI PEROLEIFAN HAK SEBELUMNYA I Rp.
D.  PENGHITUNGAN BPHTB (Manya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1 » Rp.
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| » Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 31 » Rp.
4, Hea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 41 » Rp.
5. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang TELAH diselor 5 ] > . Rp.
6, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar 6 » Rp

E. Jumlah Setoran Berdasarkan

a Pearhilungan Wajib Pajak
b STPD BPHTBISKPD KURANG BAYAR/SKD

KURANG BAYAR TAMBAHAN *)
___|e Pengurangan dihitung sendiri karena :
d

L]

Dengan Angka
lRp

Unltuk disetorkan ke rekening

Kas Umum Daerah Kola Denpasar
No. 011.01.05.00001-2

Kode Rek:BPHTB:
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01

Momor

(dengan huruf) :

*) Corel yang lidak perlu

i ) womasoy
WAJIB PAJAKIPEMYETOR

MENGETAHUI
PPATINOTARIS

DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN
Tanggal :....... KOTA DENPASAR

Mama lengkap dan tanda angan

MNama lengkap dan landa langan

Nama lengkap dan tanda langan

Nama lengkap dan landa langan

Manya dils oleh
pelugas Dinas Pendapapatand

Kota Denpasar

Flomor Dokumern I ] ] I l I

worpovay - [ | | [ [ |




’ SURAT SETOR

AN PAJAK l’J/\ERA)1 BPHTR Lembar S

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD - BPHTB)

LEMBAR 5

Untuk PPAT/Notaris/
Ka. Kantor Lelang/

Perjabat Lelang/

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Pejabat Pertanahan

DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

Perhatian : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A, 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3. Alamat Waijib Pajak !
4. Kelurahan/Desa
7. Kabupalen

6. KKecamalan :
8. Kode Pos

5 RTIRW :

B, 1 Nomor Objek Pajak oryeon - [ [ ] [ ] ]

2. Letak Tanah dan Bangunan
3. Kelurahan/Desa
5. Kecamalan

Penghitungan NJOP B

4. RTIRW :
6. Kabupaten/Kola :

Luas NJOP PBB/n*
Uraian (Duisi luas tanah dan/ataw bangunan yang (01 isi berdasaikan SPPT PBB tuhun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
haknya diperoleh) perolehan DU/ TUhtn ..................ccooon, )
Tanah (Bumi) i m* 9 11 |Rp. angha 7 x angka 9
Banqunan 13} m* 10 12 |Rp, angka 8 x angkas 10
NJOP PBB : 13 Rp. angka 11 + angka 12
15, Jenis Perolehan hak alas lanah dan/atau bangunan : 14 Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Momor Serlifilat
C.  AKUMULASI NILA] PEROLEFHAN HAK SEBELUMNYA ] Rp
D, PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitlungan Wajib Pajak
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1o aRp
2, Nilai Perolehan Objek Fajak Tidak Kena Pajak (NI7POPTIKP) 21 » Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 'l - angka 2 31> Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 4[> Rp.
5. Bea Perolehan IHak alas Tanah dan Bangunan yang TELAH diselor 5 » Rp.
6. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar 6 » Rp

E. Jumlah Seloran Berdasarkan
a. Perhitungan Wajib Pajak
| |b STPD BPHTBSKPD KURANG BAYARISKID
KURANG BAYAR TAMBAFAN *)
lj ¢. Pangurangan dihitung sendiri karena :
d @

-

Dengan Angka

|Rp.

*) Carel yang tdal perfu

Momor

Untuk diselorkan ke rekening

Kas Umum Daerah Kota Denpasar

No. 011.01.05.00001-2
Kode Rek:BPHTB:

1.20.1.20.

(dengan huruf) :

05.00.00.4.1.1.11.01

o] o
WAUIB PAJAK/IPENYETOR

MENGETAHUI ;
PPATINOTARIS

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal @........

Telah Diverifikasi :
DINAS PENDAPATAN
KOTA DENPASAR

MNama lengkap dan landa tangan

MNama lengkap dan landa tangan

Nama lengkap dan landa tangan

Nama lengkap dan landa tangan

Hanya dilsh alah NMomor Dakumen l ] I [

I (A [ .

peligas Dinas Pendapapatan/

MNOP PBB baru I l l l

Kota Denpasar

[ A




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lernbar 6

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDAPATAN

i

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD - BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

LEMBAR 6

Untuk Pembukuan
Pada Dispenda

Kota Denpasar

DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

Parhatian : Bacalah pelunjuk pengisian pada halaman balakang lembar ini terlebin dahulu

A, . Nama Wajib Pajak

1
2. NPWP

3. Alamal Wajib Pajak
4. Kelurahan/Desa
7. Kabupalen

5 RTIRW 6. Kecamal

lan :

0. Kode Pos

|
2. Lelak Tanal dan Bangunan
3. Kelurahan/Desa

5. Kecamatan

Penghitungan NJOP PBEB

MNomor Objek Pajak (NOP) PBE :

etd 1 L L L] i

4. RTIRW
G. IKabupaten/Kota ;

Luas NJOP PBE/I*
Uraian (st tuas tanah danfatau bangunan yang (D is] berdusarkan SPPT PR tahun torjadinya Luas x NJOP PBB/m*
haknya diperalsh) perolehan haks/Tahun ... )
Tanah (Bumi) / m? 9 11 |Rp. angka 7 x angka 9
Bangunan 3] m* 10 12 [Rp. angka B x anpka 10
MNJOP PBB ; 13 Rp. angka 11 + angka 12
15, Jenis Perolehan hak dlas lanah dan/atau bangunar T4 Harga Transaksi/Nilai Pasai Rp.
16. Nomor Sertifikal :
C.  AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA I Rp.
D.  PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya dilsi berdasarkan penghitungan Waijib Pajak
1. Nilal Perolehan Objek Pajak (NIPOP) 11> Rp
2, Nilai Perolshan Objek Pajak Tidak IKena Pajak (NPOP1TKP) 21 » Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak IKena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3] » Rp.
4, Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 41 > Rp.
5. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang TELAH diselor 5 |.> . Rp
6, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar 6] » Rp.

Dengan Angka

Jumlah Seloran Berdasarkan
a. Perhitungan Wajib Pajak
__;| b, STPD BPHTRISKPD KURANG BAYAR/SKPD
IKURANG BAYAR TAMBAMAN *) Nomor .

L ]c Pengurangan dihitung sendirl karena : [_

s

[i<p.

(dengan huruf

Untuk disetorkan ke rekening

IKas Umum Daerah Kota Denpasar
No. 011.01.05.00001-2

Kode Rek:BPHTB:
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01

*) Corel yanq lidak peilu

1 (5] ——— MENGETAHUI
WAUJIB PAJAK/PENYEETOR PPATINOTARIS

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Telah Diverifikasi :
DINAS PENDAPATAN
KOTA DENPASAR

Nama lengkap dan landa tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan landa langan

Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya dhsi alely
petugas Dinas Pendapapatan/

Kota Danpasar

NOP PBB baru

Momor Dokumen I I I | I I

-

N Y I O

(Y o s ) e




" SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 7

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDAPATAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
i BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD - BPHTB)

LEMBAR 7

UntukBagian
Keuangan Setda
Kota Denpasar

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

Perhatian : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini lerlebih dahula

A. 1. Nama Waijib Pajak [ I I l I l [ ] ] ]
2. NPWP

3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa

5. RT/IRW : G. KKecamalan :

7. Kabupalen 8. Kode Pos

(N N Ny O O

4. RTIRW
G. Kabupalen/Kola :

B 1 nomorouekPaiak voryees - [ [ | [T 1 L1 1 |
2. Letak Tanah dan Bangunan

3. Kelurahan/Desa .
5. Kecamalan

Penghitungan NJOP PEEB

Luas NJOP PBB/m?
Uraian (Diisi luas tanah dan/atau banganan yung (D1 isi berddasarkan SPPT PBE tahun torjudinya Luas x NJOP PBB/m?
haknya dipeioleh) perolehun NalToN ..oooviiniininis)
Tanah (Bumi) 7 m* 9 11 [Rp. anghka 7 x angka 0
Bangunan 8 m* 10 12 |Rp. angha 8 x angka 10
NJOP 1PBB : 13 Rp. angha 11 + angha 12
15. Jenis Perolehan hak alas tanah danfalau bangunan ; 14 Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Nomor Sertifikat :
C.  AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA ] Rp.
D.  PENGHITUNGAN BPHTE (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1] > Rp.
2, Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NFOPTKP) 21 » Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKIP) angka 1 - angka 2 31> Rp.-
4, Bea Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terulang 5% x angka 3 4| » Rp.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yanqg TELAH disetor 5| » Rp.
6. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar 6| » Rp.

. Jumlah Seloran Berdasarkan

a. Perhitungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPD KURANG BAYAR/SKPD
KURANG BAYAR TAMBAIHAN *)

___|e Pengurangan dihilung sendiri karena

d

Dangan Angka
|Rp.

) Corel yang lidak perlu

Nomor :

L]

(dengan huruf) :

Unluk disetorkan ke rekening

Kas Umum Daerah Kota Denpasar
No. 011.01.05.00001-2

Kode Rek:BPHTB:
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01

S e
WAJIB PAJAKIPENYETOR

MENGETAHUL
PPATINOTARIS

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tangal e

Telah Diverifikasi :
DINAS PENDAPATAN
KOTA DENPASAR

Nama lengkap dan tanda langan

Mama lengkap dan landa langan

Nama lengkap dan landa langan

Nama lengkap dan landa langan

Hanya itz olah Nomor Dokurmen l

[N N N By

LT [

pulugas Dinas Pendapapatan/

HOP PBE baru |

Kota Denpasar




